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3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentan 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik I 
Tahun 2003 Nomor 78, Tarnbe.hari' Lernbaran 
Republik Indonesia Nomor 4~01); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pe eriksa­ 
an Pengelelaan clan Tanggungjawa.b Keuangan Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nemer 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang emben­ 
tukan Provinsi Jawa _ Tengah (Himpunan Pe aturan­ 
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 

2. Undang-Undang Nomor 17. Tahun 2003 tentang K uangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah n 2003 
Nornor 47, Tambahan Lembaraa Negara Republik I 
Nomor 4286); 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan ru dan 
tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Ata Negeri, 
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Lu Biasa 
Negeri serta guna meningkatkan kinerja layanan pe clidikan 
di Sekolah Menengah Atas Negeri, . Sekolah M nengah 
Kejuruan Negeri Sekolah Luar Biasa Negeri, masih 
diperlukan adanya Guru Tidak Tetap Dan Pegaw · Tidak 
Tetap yang pada saat pengalihan kewenang sudah 
terdaftar sebagai GTT atau PTT, sehingga perlu iberikan 
kesejahteraan dalam bentuk honorarium; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d maksu.d 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan bemur 
tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai 
Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Bia Negeri 
Pernerintah Provinsi Jawa Tengah; 

Menimbang 

GIJBERNUR JAWA TENGAH, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

HONORARIUM BAGI GURU TlDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP 
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PEMERINTAH PROVINS! JAWA TE 

NO MOR 3 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

GUBERNURJAWATENGAH 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t ntang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik In onesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran egara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah iubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang N mor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas U dang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeri tahan 
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik In 
Nomor 5679) 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ntang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara R publik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Le baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaiman telah 
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Pe turan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pe bahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahu 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran egara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, T bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 entang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara R publik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Le baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ~entang 
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Le baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Norn r 23, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan Pe aturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubah · Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 entang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Le baran 
Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, 
Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5157); 

9. Peraturan Pemerlntah Nomor 80 Tahun 2010 tenta 
Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan P sal 21 
Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban . A ggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pen apatan 
dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik In onesia 
Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5174); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan Dan Susunan Pe angkat 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provin i Jawa 
Tengah Nomor 85); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahu 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pen elolaan 
Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesi Tahun 
201 lNomor 310); 



Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyele ggara 

Pernerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan perneri tahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 
4. Sekretaris Dae rah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provins Jawa 

Tengah. 
7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. 
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut adan 

Kepegawaian Daerah frovinsi Jawa Tengah. 
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut 

adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Teng 
10. Kepala Bidang Ketenagaan adalah Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok 

penyelenggaraan urusan ketenagaan pada Dinas Pend idikan. 
11. Balai Pengendali Pendidikan Menengah Dan Khusus yang selanjutnya isebut 

BP2MK adalah kelompok jabatan struktural setingkat Pelaksana Teknis Dinas 
yang berkedudukan di wilayah I sampai dengan VI. 

12. Sekolah adalah Satuan Pendidikan Formal yang terdiri dari Taman anak­ 
Kanak (TK)/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar 
(SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah P rtama 
(SMP)/Sekolah Menengah Pertarna Luar Biasa (SMPLB}, Sekolah Me engah 
Atas (SMA) / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Me engah 
Kejuruan (SMK)/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB, dan 
Sekolah Luar Biasa (SLB). 

13. Kepala Sekolah adalah Kepala Tarnan Kanak-Kanak (TK)/Taman Kanak Kanak 
Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa ( DLB), 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa 
(SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Atas Lu Biasa 
(SMALB}, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Sekolah Menengah Kejuruan 
Luar Biasa (SMKLB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB). 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM BAGJ 
GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA 
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MEN NGAH 
KE.JURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA N GERI 
PEMERINTAH PROVINS! JA WA TENGAH. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 



n 

Pemberian honorarium sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2 bagi GTI D PTT 
bertujuan untuk: 
a. rneningkatkan kesejahteraan dan memberikan motivasi; 
b. menjamin keberlangsungan proses pembelajaran pada SMA Negeri, SMK egeri 

dan SLB Negeri Pernerintah Daerah; 

Pasal3 

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pedoman pem erian 
honorarium bagi GTI Dan PTT pada SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB egen 
Pemerin tah Daerah. 

Pasal2 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

14. Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, me ajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai serta mengevaluasi p serta 
didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasa dan 
pendidikan menengah. 

15. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTI adalah Guru yang ukan 
berstatus sebagai Pegawai Negeri Sip~l. 

16. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah T naga 
Kependidikan yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

17. Honorarium adalah hak yang diterima oleh GTI dan PTT atas pekerja nnya 
dalam bentuk finansial sesuai ketentuan pe,raturan perundang-undangan 

18. Kontrak Kerja Individu adalah perjanjian kontrak antara GIT dan PTT d ngan 
Pemerintah Daerah atau Kepala Satuan Pendidikan yang memuat persy ratan 
kerja, hak dan kewajiban Para Pihak. 

19. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah sala satu 
bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan mum 
pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau 
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang iakui 
sama/ setara SMP a tau M'Fs. 

20. Sekolah Menengah Kejuruan, yang .selanjutnya disingkat SMK, adalah salah 
satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pend dikan 
kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP MTs, 
atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang iakui 
sama atau setara SMP atau MTs. 

21. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah k usus 
bagi anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus. 

22. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informa pada 
setiap jenjang dan jenis pendidikan. 

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

24. Rencana Kerja Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS dalah 
dokumen perencanaan dan penganggaran pada satuan pendidikan. 



n 

(2) Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) h ruf a, 
wajib memiliki persyaratan sebagai berikut : 
a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas (SM ) atau 

yang sederajat; 
b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh 

delapan) tahun; 
c. tidak tersangkut perkara pidana; dan 
d. diakui dan telah ditetapkan oleh Kepala Dinas. 

( 1) GTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) wajib me enuhi 
persyaratan sebagai berikut : 
a. berpendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S 1) a tau yang seder jat; 
b. memiliki Akta IV atau sertifikat pendidik; 
c. merniliki ijazah yang linear dengan mata pelajaran yang diampu; 
d. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; 
e. tidak tersangkut perkara pidana; dan 
f. diakui dan telah ditetapkan oleh Kepala Dinas. 

Pasal 6 

Pasal5 

BAB IV 
KRITERIA GTI DAN P'IT PENERIMA HONORARIUM 

Ruang Lingkup Peraturan Gubemur ini adalah : 
a. Kriteria OTT dan P'M' Penerima Honorarium; 
b. Penyusunan ·kebutuhan GTI dan PTI'; 
c. Kontrak Kerja Individu; 
d. Besaran Honorarium GIT dan PTI'; 
e. Monitoring dan Evaluasi; 
f. Pelaporan; 
g. Pem biayaan; dan 
h. Penutup. 

Pasal4 

BAB III 
RUANO LINGKUP 

(1) GTT dan PTT yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini merupakan G dan 
PTI' pada saat pengalihan kewenangan sudah terdaftar sebagai GTT d PTT 
dan terikat kontrak individu dengan Daerah atau Satuan Pendidikan. 

(2) PTT, terdiri atas : 
a. tenaga administrasi; 
b. laboran; 
c. pustakawan; 
d. teknisibengkel; 
e. penjaga sekolah; dan 
f. tenaga ke bersihan. 



(7) Tenaga kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, wajib 
rnerniliki persyaratan sebagai berikut : 

a. berpendidikan lulusan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat sampai dlngan 
Sekolah Menengah Pertarna (SMP) atau yang sederajat; 

b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima uluh 
delapan) tahun; 

c. tidak tersangkut perkara pidana; dan 
d. diakui dan telah ditetapkan oleh Kepala Dinas. 

(6) Penjaga sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, wajib 
merniliki persyaratan sebagai berikut : 
a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Pertarna (SMP) 

atau yang sederajat; 

b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima uluh 
delapan) tahun; 

c. tidak tersangkut perkara pidana; dan 
d. diakui dan telah ditetapkan oleh Kepala Dinas. 

(5) Teknisi bengkel sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, harus 
memiliki persyaratan sebagai berikut : 
a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA atau 

yang sederajat; 
b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima uluh 

delapan) tahun; 
c. tidak tersangkut perkara pidana; dan 
d. diakui dan telah ditetapkan oleh Kepala Dinas. 

(4) Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, wajib 
memiliki persyar.atan sebagai berikut : 
a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas (SM atau 

yang sederajat; 
b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paiing tinggi 58 (lima puluh 

delapan) tahun; 

c. tidak tersangkut perkara pidana; dan 

d. diakui dan telah ditetapkan oleh Kepala Dinas. 

(3) Laboran sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, wajib m miliki 
persyaratan sebagai berikut : 
a. berpendidikan paling rendah lulusan program diploma satu (D 1); 
b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh 

delapan) tahun; 

c. tidak tersangkut perkara pidana; dan 

d. diakui dan telah ditetapkan oleh Kepala Dinas. 



(1) Honorarium OTT dan PTT dibayarkan setiap bulan sekali sesuai engan 
kemampuan keuangan Daerah. 

Pasal 10 

BAB Vll 

BESARAN HONORARIUM 

(1) Kontrak Kerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dan dievaluasi setiap tahu atau 
sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. 

(2) Perencanaan Kontrak Kerja Individu dan Perpanjangan Kontrak untu tahun 
anggaran berikutnya disusun berdasarkan analisis kebutuhan OTT d n PTT 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 

Pasal 9 

(2) OTT dan PTT selain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus m ngikat 
Kontrak Kerja Individu dengan Kepala Sekolah. 

(1) OTT dengan beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) sampai engan 
maksimal 40 (empat puluh) jam mengajar per minggu harus mengikat bntrak 
Kerja Individu dengan Kepala Dinas. 

BAB VI 
KONTRAK KERJA INDIVlDU 

Pasal8 

(4) Pada saat penetapan OTT dan PTT belum dapat dilaksanakan a alisis 
sebagaimana dimaksud pada ayat [I], sebagai dasar perhitungan hono ariurn 
bagi OTT ditetapkan atas linearitas pendidikan, dan jumlah jam rnengajar per 
minggu atau beban kerja per minggu, sedangkan bagi PTT ditetapk atas 
kualifikasi pendidikan. 

(3) Analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis PTT 
pada sekolah negeri dilaksanakan sesuai keten tuan peraturan peru dang­ 
undangan. 

(1) Dalam penyusunan kebutuhan OTT dan PTT, Dinas melakukan perhi ngan 
standar kebutuhan jumlah OTT dan PTT berdasarkan analisis jabatan, a alisis 
beban kerja dan analisis kebutuhan GIT dan PTT. 

(2) Analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis kebutuhan tenag yang 
diajukan setiap sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dila ukan 
evaluasi dan klarifikasi oleh Tim sesuai kebutuhan. 

BABY 

PENYUSUNAN KEBUTUHAN OTT DAN PTT 

Pasal 7 



(1) Besaran honorarium OTT dan PTT sebagaimana dimaksud dalam P 
memperhitungkan pernbayaran iuran kepada Sadan Penyelenggara J 
Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan} dan/ atau Sadan Penyelenggara J minan 
Sosial Ketenagakerjaan (SPJS Ketenagakerjaan) yang akan diba arkan 
langsung oleh Pemberi kerja yang bekerjasarna dengan BPJS Kes hatan 
dan/atau BPJS Ketenagakerjaan. 

Pasal 12 

(1) Honorarium GTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) h ruf a, 
diberikan honorarium yang bersumber dari APSD. 

(2) Honorarium GIT sebagaimana dimaksud dalain Pasal 10 ayat (2) huruf b dan 
dan PrT sebagairnana dimaksud Pasal 10 ayat (3) diberikan honorariu yang 
bersumber dari RKAS. 

(3) GTT dan PTT, selain mendapatkan honorarium sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 dapat diberikan tarnbahan penghasilan lain yang sah sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

Pasal 11 

(3) Forrnulasi besaran honorarium bagi PTT diatur berdasarkan kua ifikasi 
pendidikan sebagai berikut : 
a. PTT dengan kualifikasi pendidikan Strata Satu (S l) a tau Strata D a (S2) 

diberikan honorarium sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMKJ 
ditambah dengan 7,5 % (tujuh koma lima persen) besaran Upah Mi imum 
Kabupaterr/Kota (UMK); 

b. P'IT dengan kualifikasi pendidikan Diploma Satu (D 1) sampai 
Diploma Tiga (03) diberikan honorarium sebesar Upah Mi imum 
Kabupaten/Kota (UMK) ditambah dengan 5 % (Iima persen) besara Upah 
Minimum Kabupaten/ Kota (UMK}; 

c. PTT dengan kualifikasi pendidikan SMA atau sederajat di 
honorarium sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dits 
dengan 2,5 % (dua koma lima persen} besaran Upah Minimum Kabu 
Kota (UMK); 

d. PTT dengan kualifikasi pendidikan SD atau sederajat sampai denga SMP 
atau sederajat diberikan honorarium sebesar Upah Minimum Kabu aten/ 
Kota (UMK}. 

(2) Formulasi besaran honorarium bagi GIT diatur sebagai berikut: 
a. GTI dengan beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) sampai engan 

maksimal 40 (empat puluh) jam mengajar per minggu dib rikan 
honorarium sebesar Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) se em pat 
di tam bah dengan 10 % (sepuluh persenJ besaran UMK; 

b. GTT dengan beban mengajar kurang dari 24 (dua puluh empat) j 
minggu diberikan honorarium sebesar · hasil dari pembagian 
Minimum Kabupaten/ Kata (UMK) dibagi dengan bilangan pembagi y 
(dua puluh ernpaf dikalikan dengan jumlah jam mengajar da1am setiap minggu. 



(satu) 

dan 
(PD) 

BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 15 

BAB X 
PEMBIAYAAN 

Pasal 14 

BAB IX 
PELAPORAN 

(2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 
tahun atau apabila sewaktu-waktu diperlukan 

(1) Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian honorarium G 
PTT dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan bersarna Perangkat Daera 
terkait. 

Pasal 13 

BAB VIII 
MONlTORINO DAN EVALUASI 

Pasal 16 
(1) GTT dan PTT yang bertugas pada satuan pendidikan SLB, besaran hono arium 

yang diberikan belum mendasarkan pada Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), tetapi 
mendasarkan pada beban mengajar per minggu atau kua ifikasi 
pendidikannya. 

Honorarium OTT dan PTT pada SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada : 
a APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas dalam kel mpok 

belanja langsung. 
b. RKAS melalui Satuan Pendidikan masing-masing. 

(2) Kepala Dinas melakukan rekapitulasi _la po ran sebagaimana dimaksud at ( 1) 
kepada Oubernur. 

(1) Kepala BP2MK menyampaikan laporan OTT dan PTT penerima hono arium 
kepada Kepala Dinas. 

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dila orkan 
kepada Oubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada epala 
Sadan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. 

(2) Besaran uang iuran BPJS Kesehatan dan/ a tall BPJS Ketenaga erjaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ket ntuan 
peraturan perundang-undangan. 
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BERITA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR..}. 

RTO SOEDARMO 

AERAH PROVINS! 
GAH, 

Diundangkan di Semarapg 
pada t al 13 Xro-iuari "2017 

:':~\-\PR> 

• I 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan P raturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa T ngah. 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017. 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang , engenai 
teknis, pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. 

Pasal 17 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

• 

(2) GIT dan P'IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh ho oranum 
yang bersumber dari APBD. 

(3) Pemberian honorarium bagi GTT dan PTI' sebagaimana diatur dalam P raturan 
Gubernur ini dikecualikan pada : 
a. GIT dan PTr pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri Di Daerah Khusus 

SMA Negeri dan SMK Negeri di wilayah Kecamatan Karimu Jawa 
Kabupaten Jepara dan Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilaca . 

b. Honorarium bagi GTI dan PTI' sebagairnana dimaksud pada ayat (3 huruf a 
seluruhnya dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah. 


